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Abstract: The granting of special privileges to foreign investors in certain

Key Words: sectors has the potential to violate human rights, such as the right to land and

Investor, MEN, NT,  the right to a healthy environment. Foreign investors often do not exhibit the

Investment same level of concern for the rights of local communities as domestic
entrepreneurs. Regulations regarding special privileges for foreign investors in
Indonesia are frequently unclear, leading to varied interpretations. This
situation creates legal uncertainty and opens up opportunities for abuse. This
normative juridical research produced several findings. First, the
regulation of special privileges for foreign investors in Indonesia is
governed by legislation, particularly Law No. 25 of 2007 on Investment.
This law provides various facilities, including special privileges, to
foreign investors. However, these regulations are not yet fully effective,
raising concerns about legal certainty. This indicates the need for
reforms in the legal and investment regulation systems so that Indonesia
can become a prime destination for investors.Second, Indonesia has
implemented the principles of National Treatment (NT) and Most-
Favoured-Nation (MFN) in Law No. 25 of 2007 on Investment. Article
6(1) of the law mandates that the government must provide equal
treatment to all investors, regardless of their country of origin, in
accordance with applicable regulations. This principle ensures legal
fairness through “equal treatment” for all investors, whether domestic
or foreign, without discrimination. Thus, the Non-Discrimination
Principle has been effectively implemented.

Pendahuluan

Hukum penanaman modal di Indonesia mengatur hubungan antara penanam modal
dan penerima modal, yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penanaman modal asing
dan penanaman modal lokal. Penanaman modal asing merujuk pada investasi yang berasal
dari luar negeri, sedangkan penanaman modal lokal merupakan investasi yang dilakukan oleh
pihak-pihak dari dalam negeri. Investasi ini dapat dilakukan di berbagai sektor yang diizinkan
oleh peraturan perundang-undangan. Peningkatan investasi sangat tergantung pada berbagai
faktor pendukung, termasuk efisiensi birokrasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah, serta yang paling penting, adanya kepastian hukum yang kokoh di bidang penanaman
modal.

Investasi, baik lokal maupun asing, memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda
perekonomian suatu negara. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu pendorong utama
pembangunan, yang juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Investasi asing, khususnya, membawa modal, teknologi, dan
keahlian yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri di Indonesia. Dengan
masuknya teknologi baru dan keahlian dari luar, sektor industri domestik dapat berkembang
lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan taraf hidup secara
keseluruhan.
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Namun, meskipun investasi asing membawa sejumlah manfaat, ada pula sejumlah
tantangan dan risiko yang terkait dengan pemberian hak istimewa kepada investor asing.
Pemberian hak-hak khusus kepada investor asing, seperti kemudahan dalam perizinan,
fasilitas fiskal, dan akses terhadap sumber daya tertentu, dapat menimbulkan dampak positif
dan negatif yang perlu diwaspadai.

Dampak Positif Investasi Asing

Pertama, salah satu dampak positif utama dari pemberian hak istimewa kepada
investor asing adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masuknya investasi asing dapat
meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), membuka peluang kerja baru, serta
meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi asing yang masuk ke sektor-sektor
produktif, seperti manufaktur dan teknologi, tidak hanya mendorong pertumbuhan industri
domestik tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Kedua, investasi asing juga berperan penting dalam proses transfer teknologi.
Teknologi baru yang dibawa oleh investor asing dapat mempercepat modernisasi sektor-
sektor ekonomi di Indonesia. Selain itu, kehadiran investor asing juga memungkinkan
peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pengalaman bekerja di
perusahaan multinasional.

Ketiga, investasi asing berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi
Indonesia. Dengan adanya modal dan teknologi dari luar, industri-industri di Indonesia
mampu bersaing lebih baik di tingkat internasional. Hal ini dapat membuka peluang ekspor
yang lebih besar serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Dampak Negatif Investasi Asing

Namun, dampak negatif dari pemberian hak istimewa kepada investor asing juga tidak
bisa diabaikan. Pertama, ada potensi terjadinya kesenjangan ekonomi antara investor asing
dan pengusaha lokal. Investor asing dengan hak istimewa memiliki akses ke modal yang
lebih besar, teknologi yang lebih canggih, serta insentif fiskal yang tidak selalu tersedia bagi
pengusaha lokal. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana pengusaha
lokal kesulitan bersaing secara setara.

Kedua, pemberian hak istimewa dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan
bisnis. Investor asing dengan berbagai keistimewaan dapat lebih mudah memenangkan tender
proyek atau mendapatkan akses ke sumber daya alam, yang pada akhirnya dapat
menyingkirkan pengusaha lokal dari pasar. Ketidaksetaraan dalam persaingan ini dapat
menghambat pertumbuhan usaha lokal dan mengurangi peluang bagi wirausahawan lokal
untuk berkembang.

Ketiga, investasi asing dalam sektor-sektor ekstraktif, seperti pertambangan atau
energi, dapat membawa risiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Investor
asing, terutama yang tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan masyarakat lokal,
mungkin kurang memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Eksploitasi
yang tidak terkendali ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang
dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Keempat, pemberian hak istimewa kepada investor asing dapat berpotensi melanggar
hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat.
Dalam beberapa kasus, investor asing mungkin tidak memiliki tingkat kepedulian yang sama
terhadap hak-hak masyarakat lokal seperti halnya pengusaha lokal. Mereka mungkin terlibat
dalam pengambilan tanah atau kegiatan yang merusak lingkungan, tanpa mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum

Selain tantangan yang disebutkan di atas, masalah lain yang sering muncul adalah
ketidakjelasan regulasi terkait pemberian hak istimewa kepada investor asing. Regulasi yang

417



ambigu atau interpretasi yang berbeda-beda antara instansi pemerintah dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi investor. Ketidakpastian ini, selain merugikan investor, juga
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin
mengambil keuntungan dari kelemahan regulasi tersebut.

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang menghambat
terciptanya iklim investasi yang sehat di Indonesia. Investor asing yang melanggar aturan
seringkali tidak mendapat sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan kerugian bagi
masyarakat dan lingkungan. Dalam banyak kasus, perusahaan asing tidak bertanggung jawab
atas kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia yang mereka sebabkan,
karena lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif dimana metode penelitian hukum yang berfokus
pada kajian aturan tertulis dan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menganalisis
norma-norma hukum dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan keputusan
pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, dimana tujuannya adalah
untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum berdasarkan pendekatan doktrinal, serta
mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya diterapkan, bukan berdasarkan kenyataan yang
terjadi. Metode ini digunakan untuk mengkaji konsistensi hukum dan memberikan
rekomendasi terhadap peraturan yang berlaku.

Analisis dan Diskusi

Berikut mengenai kebijakan perlakuan yang sama dalam penanaman modal
berdasarkan prinsip-prinsip internasional seperti MFN, NT, dan NDP, serta menjelaskan
bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks hukum penanaman modal di Indonesia.
Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mencegah diskriminasi, serta
meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum
dan perlindungan yang adil bagi para investor.

1. Kebijakan Pemberian Hak Istimewa Berdasarkan Prinsip Most Favored Nation (MFN)
dalam Penanaman Modal

Prinsip Most Favored Nation (MFN) mengharuskan negara untuk memberikan
perlakuan yang sama kepada seluruh negara mitra yang terlibat dalam perjanjian
internasional, tanpa memperhatikan asal negara dari produk atau layanan yang
diperdagangkan. Dalam konteks penanaman modal, prinsip ini memastikan bahwa semua
investor asing, terlepas dari negara asalnya, memperoleh perlakuan yang setara.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UUPM). Pemberian perlakuan yang sama kepada investor asing
mencakup aspek-aspek penting seperti izin penanaman modal, fasilitas, pajak, bea cukai,
serta perlindungan hukum. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah Indonesia
tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada
investor dari negara tertentu dibandingkan dengan negara lainnya.

Namun, prinsip ini memiliki beberapa pengecualian, seperti perlakuan khusus untuk
negara-negara berkembang atau negara-negara yang memiliki perjanjian investasi bilateral
(BIT) dengan Indonesia. Hal ini juga berlaku ketika perlakuan khusus diperlukan untuk
melindungi kepentingan publik atau keamanan nasional.

2. Kebijakan National Treatment dalam Penanaman Modal

Prinsip National Treatment (NT) mengharuskan setiap negara memberikan perlakuan
yang sama kepada investor asing seperti yang diberikan kepada investor domestik. Tujuan
utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah diskriminasi terhadap investor asing di pasar
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dalam negeri, menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam perdagangan internasional, serta
meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasar bebas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengatur bahwa prinsip NT diterapkan
dalam konteks penanaman modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pemerintah diwajibkan
untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada investor asing dan domestik,
kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip ini
menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak
milik penanam modal kecuali atas dasar undang-undang dan dengan pemberian kompensasi
yang sesuai.

Prinsip ini juga membantu menciptakan keamanan dan kepastian hukum bagi para
investor, baik domestik maupun asing, dengan menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh investor asing akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa perlakuan
khusus.

3. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Prinsip Non-Diskriminasi (Non-Discrimination Principle, NDP) menjamin bahwa
setiap investor, baik domestik maupun asing, menerima perlakuan yang setara. Prinsip ini
erat kaitannya dengan MFN dan NT, yang bersama-sama membentuk bagian dari standar
Fair and Equitable Treatment (FET). Dalam konteks investasi internasional, prinsip ini
bertujuan untuk mencegah negara memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada
investor dari negara tertentu, sehingga menciptakan kesetaraan di antara para pelaku
investasi.

Ketentuan NDP di Indonesia diatur dalam Pasal 6 UUPM, yang menyatakan bahwa
pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap investor, tanpa diskriminasi
berdasarkan asal negara. Namun, terdapat pengecualian terhadap prinsip ini, di mana
perlakuan yang sama tidak berlaku bagi investor dari negara yang memiliki hak istimewa
berdasarkan perjanjian bilateral dengan Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum di antara investor asing yang mendasarkan tindakannya pada peraturan yang berlaku.
4. Hubungan Antara NDP dan NT dalam Perdagangan Internasional

Prinsip NDP dan NT merupakan bagian dari perjanjian internasional yang ditegakkan
oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTQO), seperti yang diatur
dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). WTO menegaskan bahwa semua
negara anggota, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam
hal investasi. Ini berarti bahwa Indonesia harus memperlakukan semua investor dengan adil
dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan aturan yang telah disepakati secara internasional.
Ketentuan ini memastikan bahwa barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan bebas tanpa
hambatan diskriminatif, serta bahwa setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia,
diintegrasikan ke dalam pasar bebas internasional. Implementasi prinsip-prinsip ini di
Indonesia juga menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan kompetitif, yang pada
akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Pengecualian dan Perlindungan terhadap Investor Lokal

Meskipun Indonesia menerapkan prinsip non-diskriminasi dan NT, negara tetap
mempertahankan kendali atas kepentingan nasional dan memberikan perlindungan terhadap
sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi ekonomi dalam negeri. Hal ini termasuk
bidang usaha yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perlindungan
terhadap industri lokal dari persaingan yang tidak adil.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti TRIMs (Trade-Related Investment
Measures) yang berfokus pada investasi di sektor barang, prinsip MFN tidak dijabarkan
secara rinci. Namun, pada perjanjian ACIA (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement), prinsip ini diatur secara lebih jelas melalui Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), yang
memberikan pedoman untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara
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anggota. Selain itu, perjanjian ACIA juga memungkinkan adanya pengecualian tertentu
(reservation) bagi negara-negara peserta yang ingin menerapkan kebijakan khusus tanpa
melanggar prinsip MFN.

Dalam World Trade Organization (WTO), prinsip MFN menduduki posisi sentral dan
menjadi dasar bagi terbentuknya sistem perdagangan global yang adil dan nondiskriminatif.
Rasheed Khalid dalam bukunya "The World Trade Organizations and Developing Countries"
menjelaskan bahwa prinsip MFN adalah salah satu prinsip utama WTO. Khalid menekankan
bahwa setiap keuntungan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh satu anggota
WTO kepada anggota lainnya harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada seluruh
anggota lainnya. Dengan kata lain, MFN berfungsi sebagai instrumen yang mencegah
perlakuan diskriminatif antar negara dalam hubungan perdagangan internasional.

Di Indonesia, penerapan prinsip MFN ini juga tercermin dalam regulasi nasional.
Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa
semua investor, baik lokal maupun asing, harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah
Indonesia tidak dapat memberikan perlakuan lebih istimewa kepada investor asing
dibandingkan dengan investor domestik, kecuali ada perjanjian bilateral atau multilateral
yang memberikan pengecualian tertentu.

Meskipun prinsip MFN bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan
investasi yang adil dan nondiskriminatif, terdapat beberapa tantangan dalam
implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara penerapan prinsip MFN
dengan kepentingan nasional, terutama dalam konteks promosi industri lokal. Misalnya,
kebijakan local content requirement dan trade balancing yang bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan industri dalam negeri sering kali dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap
produk asing, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi WTO.

Selain itu, meskipun Pasal 6 UU Penanaman Modal mengharuskan perlakuan yang
sama bagi semua investor, ada ketentuan dalam ayat (2) yang memberikan pengecualian bagi
negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Hal ini menciptakan
potensi konflik dengan prinsip MFN, karena perjanjian bilateral sering kali memberikan hak
istimewa yang tidak diberikan kepada negara-negara lain yang tidak terlibat dalam perjanjian
tersebut.

Hak istimewa dalam konteks ini dapat mencakup berbagai preferensi, mulai dari tarif
perdagangan hingga akses pasar yang lebih luas. Walaupun preferensi ini tampaknya
bertentangan dengan prinsip MFN, dalam banyak kasus, perjanjian bilateral dipandang
sebagai bagian integral dari hubungan diplomatik dan ekonomi antarnegara. Dengan
demikian, meskipun preferensi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, mereka
sering kali dianggap sah secara hukum dan diterima sebagai bentuk kerja sama yang saling
menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum internasional, keberadaan prinsip MFN juga menghadapi
tantangan lain dalam hal interpretasi dan implementasi. Misalnya, pada Pasal 1 paragraf 1
dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), istilah-istilah yang digunakan sering
kali diperdebatkan dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh negara-negara anggota.
Oleh karena itu, penerapan prinsip ini harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik
spesifik dari setiap negara, termasuk faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi
kebijakan perdagangan dan investasi.

Secara umum, penerapan prinsip MFN di Indonesia bertujuan untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif, di mana semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing,
dapat bersaing secara adil dan setara. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang perlu
dipertimbangkan dalam implementasi prinsip ini. Misalnya, pemerintah Indonesia sering kali
memberikan hak istimewa kepada negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan
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Indonesia, yang dapat menciptakan kesan adanya perlakuan yang tidak seimbang antara
investor asing dan lokal.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara
kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya. Sebagai contoh, kebijakan
perdagangan yang mendorong proteksi industri lokal mungkin bertentangan dengan prinsip
nondiskriminasi WTO, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan
perlakuan yang sama kepada semua negara dalam perdagangan barang dan jasa.

Oleh karena itu, meskipun prinsip MFN bertujuan untuk menciptakan lingkungan
perdagangan dan investasi yang adil, penerapannya di Indonesia sering kali menghadapi
tantangan dalam hal keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.
Pemerintah Indonesia perlu terus mencari cara untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip  WTO, sambil tetap melindungi kepentingan nasional dan mempromosikan
pertumbuhan ekonomi domestik.

Sebagai kesimpulan, prinsip Most Favoured Nation memiliki pengaruh besar dalam
menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang adil di tingkat global. Namun,
implementasi prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika dihadapkan dengan
tantangan-tantangan seperti perjanjian bilateral, kepentingan nasional, dan interpretasi hukum
yang beragam. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip MFN dalam kebijakan
penanaman modal mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan bisnis
yang nondiskriminatif, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-
undang terkait.

Kesimpulan Hasil Penelitian

Pemberian hak istimewa kepada investor asing di Indonesia merupakan isu yang
kompleks dan memerlukan kajian mendalam berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Di
satu sisi, investasi asing dapat membawa banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan teknologi di Indonesia. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, hak
istimewa ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta dampak negatif yang merugikan
pengusaha lokal dan masyarakat luas.

Pengaturan mengenai hak istimewa kepada investor asing tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun undang-undang ini
memberikan berbagai fasilitas bagi investor asing, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan
untuk memastikan kepastian hukum. Reformasi dalam sistem hukum dan pengaturan
investasi sangat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi tujuan utama bagi para penanam
modal.

Indonesia telah mengadopsi prinsip National Treatment (NT) dan Most Favored
Nation (MFN) dalam UU No. 25 Tahun 2007. Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menegaskan
bahwa pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan
demikian, prinsip Non-Discrimination telah terlaksana dengan baik. Penting bagi pemerintah
untuk memastikan bahwa regulasi terkait investasi asing memberikan kepastian hukum yang
jelas, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.
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